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Salinan.
PUTUSAN
Nomor 81/ PDT /2021 /| PT DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkar

a antara:

| NYOMAN GEDE DWI PUTRA, SH Umur 54 Tahun Laki-laki Agama Hindu Kew
arganegaraan Indonesia Status Kawin Pendidikan S1 Pekerjaa
n Wiraswasta Alamat Jalan Padang Udayana V No 11 Denpasa
r, memberikan kuasanya kepada RUBEN LUTHER SANG, SH L
aki-laki Tempat/Tanggal Lahir Alor 23 Juni 1957 Agama Kristen
Kewarganegaraan Indonesia Status Kawin Pendidikan S1 Peker
jaan Advokat & Konsultan Hukum, Nia 97.01381 berkantor di J
alan Raya Pemogan Gang Taruna no. 11, Pemogan, Denpasar
Selatan - Bali, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober
2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar dibawah register Nomor Reg.2413/Daf/2020 selanjutn
ya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

Lawan

PT BPR ARTHA SINAR RAHARJA INDONESIA ( D/H PT BPR DEWANGGA BA
LIARTHA) beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No 90A Ke
robokan Kaja Kuta Badung Selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula TERGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sep
erti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
949/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 5 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:
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DALAM KOVENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi pihak Tergugat dikabulkan ;
DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (NIET
ONVANKELIJKE VELKLAARD) ;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (NIET
ONVANKELIJKE VELKLAARD) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi untuk
membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang sampai saat
ini ditaksir sejumlah Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 36/ Akta.Pdt.Banding /
2021 / PN.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang
menyatakan bahwa pada tanggal 19 April 2021 Pembanding semula Penggugat
telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan
Negeri Denpasar Nomor 949 / Pdt.G / 2020 / PN.Dps tanggal 5 April 2021 untuk
diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
949/Pdt.G/2020/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 April 2021
permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan

seksama kepada Terbanding semula Tergugat;

Sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding

semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;
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Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage)
Nomor 949 / Pdt.G / 2020 / PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada Terbanding
semula Tergugat pada tanggal 26 April 2021 dan kepada Pembanding semula
Penggugat pada tanggal 10 Mei 2021 sebelum berkas perkara di kirim ke
Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding s
emula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara
yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga permohonan banding tersebu

t secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding
sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan - alasan banding dari p

embanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan se
ksama berkas perkara termasuk Salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 949 /Pdt.G / 2020 / PN.Dps Tanggal 5 April 2021 maka Pengadilan Ting
gi mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konpensi.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan

gugatan kabur telah dikabulkan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat
pertama mengenai eksepsi ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimban
gan hukum tersebut oleh karena adanya perbedaan antara posita gugatan deng
an petitum gugatan. Dalam posita gugatan penggugat menyatakan jangka wak
tu kredit sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 26 Maret 2026, sedangka
n dalam petitum gugatan disebutkan bahwa perjanjian kredit sejak 18 Maret 201
8 sampai dengan 28 Maret 2028. Oleh karena sumber ikatan antara penggugat
dengan tergugat adalah perjanjian kredit tersebut maka adanya perbedaan anta

ra posita dengan petitum gugatan menyebabkan gugatan kabur;
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Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka sudah tepat

eksepsi tergugat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dikabulkan maka gu
gatan penggugat dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvan
kelijke Verklaard );

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi masih berkaitan e
rat dengan gugatan konpensi, maka dengan dinyatakan gugatan dalam konpen
si tidak dapat diterima maka gugatan dalam rekonpensi juga dinyatakan tidak da

pat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka selur
uh pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama, baik dalam gugat
an konpensi maupun dalam gugatan rekonpensi dapat dibenarkan, oleh karena
nya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 949 / Pdt.G / 2020 /PN.Dps
Tanggal 5 April 2021 harus dikuatkan, dan karena putusan pengadilan tingkat pe
rtama dikuatkan maka dalam dictum putusan tidak perlu disebutkan mengenai g

ugatan dalam konpensi maupun rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah
pihak yang kalah dalam perkara ini, maka ia dihukum membayar biaya perkara

yang timbul pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan R.Bg. Stb Nomor 1947/ 227, Undang Undang Nomor 2 T
ahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakh
ir dengan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang ber
kaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 949 / Pdt.G /202
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0/ PN.Dps tanggal 5 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami
Majelis Hakim yang terdiri dari | Gusti Ngurah Astawa, SH.MH., sebagai Hakim
Ketua, Sartono, SH.MH. dan Sutarto, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Haki
m Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasark
an Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 81/ PDT / 2021
/ PT DPS. tanggal 3 Juni 2021 Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuk
a untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Majelis Hakim | Gusti
Ngurah Astawa, SH.MH sebagai Hakim Ketua, | Wayan Yasa Abadhi, SH.MH.,
dan Sutarto, SH.M.Hum sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Juli 2021 dan Ni Wayan Sadiasih, SH.,
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara mau

pun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,
ttd. ttd.
| WAYAN YASA ABADHI, SH.MH. | GUSTI NGURAH ASTAWA, SH, MH.
ttd.
SUTARTO, SH.M.Hum. Panitera Pengganti,
ttd.

NI WAYAN SADIASIH, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..cocoeevvieeeeeiiiiieeee Rp. 10.000,00
2.RedakSi..........cviieiiiiiienes Rp  10.000,00
3. Pemberkasan .................. Rp 130.000,00

Jumlah......... ... Rp 150.000,00
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(seratus lima puluh ribu rupiah)

Denpasatr, Juli 2021.

Untuk Salinan Resmi,

Panitera,

| Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP. 19630424 198311 1 001
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